é
AFRe

AFRE Accounting and Financial Review, 4(1): 18-28, 2021
https:/ /jurnal.unmer.ac.id/index.php/afr

Penerapan Akuntansi Akrual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
Negeri Berstatus Badan Layana Umum

Dwi Sulistiani

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
J1. Gajayana No.50, Malang, 65144, Indonesia

Info Artikel

Keywords:
Accrual accounting, PTKIN,
BLU, and Disclosure

Kata Kunci:
Akuntansi akrual, PTKIN, BLU,
dan Pengungkapan

ISSN (print): 2598-7763
ISSN (online): 2598-7771

>4 Corresponding Author:
Dwi Sulistiani:

Tel. /Fax.
dwisulistiani@pips.uin-

malang.ac.id

Abtract

This study aims to determine the extent to which the accrual basis of PTKIN has BLU
status. The object of this case study research with an interpretive paradigm is one of the
best UINs in Indonesia. This research contributes to accounting standard setters and poli-
cy makers in government in the preparation of accounting standards. The results showed
that PTKIN with BLU status had not yet fully implemented accrual accounting. In terms
of definition and presentation, it has been carried out in accordance with SAP and SAK.
However, the recognition, measurement, recording and disclosure still use a combination
of cash basis and accrual basis. The use of accounting software "SAIBA" is proven to help
in the application of accrual accounting. However, there are obstacles in the application of
accrual accounting, namely: lack of competence of human resources who understand ac-
counting, preparation of financial statements based on SAK that still uses excel applica-
tions and financial rules that change frequently. Therefore it is necessary to conduct accru-
al accounting training, create accounting applications based on SAK and always upgrade
the rules of the ministry of finance.

Citation: Sulistiani, D., (2021). Penerapan Akuntansi Akrual Pada Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Negeri Berstatus Badan Layana Umum. AFRE Accounting
and Financial Review, 4(1): 18-28

Abstraks

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan akrual basis pada
PTKIN berstatus BLU. Objek penelitian studi kasus dengan paradigma intepretif ini ada-
lah salah satu UIN terbaik di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi
penyusun standar akuntansi dan pengambil kebijakan di pemerintahan dalam penyusunan
standar akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTKIN berstatus BLU masih
belum menerapkan akuntansi akrual sepenuhnya. Dalam hal definisi dan penyajian sudah
dilakukan sesuai dengan SAP dan SAK. Namun pengakuan, pengukuran, pencatatan dan
pengungkapan masih menggunakan kombinasi antara basis kas dan basis akrual.
Pengqunaan software akuntansi “SAIBA” terbukti membantu dalam penerapan akuntansi
akrual. Namun, terdapat kendala dalam penerapan akuntansi akrual yaitu: kurangnya
kompetensi sumber daya manusia yang paham akuntansi, penyusunan laporan keuangan
berdasarkan SAK yang masih menggunakan aplikasi excel dan aturan keuangan yang
sering berubah. Oleh karena perlu melakukan pelatihan akuntansi akrual, membuat ap-
likasi akuntansi yang berbasis SAK dan selalu upgrade aturan kementrian keuangan
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1. Pendahuluan

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah me-
ngatur teknis aturan terkait penyusunan laporan
keuangan. PP tersebut mewajibkan instansi pe-
merintah di Indonesia untuk menggunakan akun-
tansi akrual paling lambat 5 tahun setelah aturan
diatas diterbitkan. Mewujudkan laporan keu-
angan yang akuntabel menuntut pemerintah me-
nyusun serta menyajikan laporan keuangan pub-
liknya sesuai pada Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP), dalam SAP No. 01 menyebutkan bahwa
penyajian laporan keuangan pemerintah bertu-
juan untuk meningkatkan keterbandingan lapor-
an keuangan serta untuk menyajikan informasi
yang berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi
anggaran, arus kas dan kinerja keuangan dari
pemerintah. Semua informasi tersebut digunakan
oleh pihak yang terkait dengan laporan keuangan
dari pemerintah tetapi yang paling penting pen-
yajian laporan keuangan pemerintah ini merupa-
kan pertanggungjawaban dari pemerintah ter-
hadap masyarakatnya sebagai sumber dana.

Tujuan itulah yang menyebabkan diper-
lukannya sebuah standar yang paling tidak harus
dimiliki oleh laporan yang dibuat pemerintah,
standar ini juga memuat pedoman struktur lapor-
an keuangan, dan persyaratan minimum isi lapor-
an keuangan. Persyaratan minimum yang harus
dipenuhi laporan keuangan pemerintah paling
tidak adalah relevan, andal, dapat dibandingkan,
dan dapat dipahami. Hal tersebut disebabkan ka-
rena organisasi sektor publik merupakan organi-
sasi yang menggunakan sumber dana publik, se-
hingga harus memberikan pertanggungjawaban
melalui laporan keuangan sebagai wujud akunta-
bilitas. Universitas harus bisa menyusun laporan
keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima
umum dan memenuhi karakteristik dari laporan
keuangan.

Organisasi sektor publik merupakan organ-
isasi yang tidak bertujuan untuk mencari laba,
melainkan untuk memaksimalkan pelayanan
(Choirudin, 2018; Arifin, 2020; Hastuti et al., 2021;
Andriani & Setyowati, 2021). Beberapa organisasi
yang termasuk dalam kategori organisasi sektor
publik adalah: institusi pendidikan, institusi ke-
sehatan, instansi pemerintah baik pusat maupun
daerah, organisasi politik, organisasi sosial kea-
gamaan, dan lain sebagainya. Institusi pendidi-
kan di bawah Kementrian Agama terdiri dari:
perguruan tinggi islam baik negeri atau swasta,
madrasah baik negeri atau yang swasta, serta
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pondok pesantren baik yang modern ataupun
yang salafiyah. Terdapat 3 jenis status pada per-
guruan tinggi dibawah Kementrian Agama, yaitu:
BLU (UIN), IAIN dan STAIN. Perguruan Tinggi
tersebut harus menerapkan metode akrual basis
dalam pencatatan akuntansinya.

Penelitian sebelumnya menemukan banyak
institusi pendidikan yang belum menggunakan
standar akuntansi yang seharusnya (Harun &
Kamase, 2012; Sulistiani, 2019a; Sulistiani, 2020).
Mereka memiliki alasan yang berbeda-beda un-
tuk tidak menyusun laporan keuangan sesuai
standar akuntansi. Sebagian karena sumber daya
yang kurang dan sebagian lagi karena nilai-nilai
dalam institusi tersebut yang menganggap bahwa
menyusun laporan keuangan sesuai standar a-
kuntansi bukanlah hal yang penting. Karena yang
lebih penting dari sebuah laporan keuangan ada-
lah kejujuran dan amanah dalam membuatnya.
Penelitian lain menunjukkan bukti bahwa imple-
mentasi akuntansi sektor publik dan kualitas la-
poran keuangan mempengaruhi akuntabilitas
kinerja organisasi sektor publik (Santoso &
Pambelum, 2008). Selain itu, juga dibuktikan bah-
wa penerapan standar akuntansi pemerintahan
dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan
yang berarti meningkatnya akuntabilitas publik
(Novianta, 2018; Polzer et al., 2019; Ratmono &
Sutrisno, 2019). Berdasarkan penelitian diatas
menegaskan bahwa penerapan standar akuntansi
pemerintahan yang menuntut adanya penyusu-
nan laporan keuangan dengan metode accrual
basis sangat mempengaruhi akuntabilitas publik.

Penelitian ini menggunakan situs peneli-
tian yaitu satu Perguruan Tinggi Keagamaan Is-
lam Berstatus BLU yang bernama Universitas Is-
lam Negeri (UIN). Perguruan Tinggi ini bisa men-
jadi perwakilan dalam menunjukkan bagaimana
penerapan accrual basis pada Perguruan Tinggi
Islam Berstatus BLU di Indonesia. UIN ini dipilih
karena pernah mendapatkan penghargaan se-
bagai pengelola BLU terbaik, PTKIN terbaik versi
webometrik dan prestasi lainnya, sehingga layak
untuk dijadikan sampel dalam penelitian menge-
nai penerapan akuntansi akrual di PTKIN. Berda-
sarkan fakta tersebut perlu dilakukan penelitian
terkait penyusunan laporan keuangan pada per-
guruan tinggi berstatus BLU di Indonesia khu-
susnya yang dibawah Kementria Agama untuk
mengevaluasi implementasi Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) dan Standar Akuntansi keu-
angan (SAK). Implementasi akuntansi akrual
mencakup pada keseluruhan proses penyusunan
laporan keuangan baik mengenai definisi, pe-
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ngakuan, pengukuran,
maupun pengakuan.

pencatatan, penyajian

2. Literatur Revieu

Sebuah penelitian studi kasus dalam sektor
publik Inggris yang lebih luas menemukan bah-
wa implementasi aktual dari akuntansi akrual
sangat berbeda, pada dasarnya, dalam biaya dan
dalam hal waktu, dengan yang disajikan dalam
publikasi pemerintah praimplementasi (Connolly
& Hyndman, 2006). Sementara institusi pendidi-
kan di bawah pondok pesantren salafiyah masih
belum menyusun laporan keuangannya sesuai
dengan standar akuntansi. Hal tersebut karena
nilai-nilai kejujuran dan amanah yang tinggi di-
sana sehingga laporan keuangan bukan menjadi
hal yang sangat penting untuk dipermasalahkan.
Kepasrahan terhadap Allah sebagai Maha Pem-
beri Rejeki menjadi salah satu hal tidak diterap-
kannya standar akuntansi disana, selain itu ren-
dahnya sumber daya manusia juga menjadi
alasan lainnya (Sulistiani, 2020). Sementara studi
kasus pada perguruan tinggi negeri berstatus
BLU UIN Maulana Malik Ibrahim masih belum
menerapkan akuntansi akrual dalam penyusunan
laporan keuangannya (Sulistiani, 2019). Penelitian
yang dilakukan oleh (Larasati, 2016; Nurmalasari
et al., 2019) menunjukkan hasil bahwa catatan dan
keuangan masih belum dikelola dengan baik oleh
yayasan pendidikan swasta ataupun pondok pe-
santren. Laporan keuangan juga belum disusun
sesuai dengan standar akuntansi yang seharus-
nya.

Hasil penelitian Novianta (2018) menun-
jukkan adanya pengaruh penerapan SAP di In-
spektorat Jenderal Departemen Pendidikan Na-
sional terhadap peningkatan kualitas laporan
keuangan. Penelitian tersebut juga membuktikan
adanya pengaruh pengetahuan pengelola UAPPA
El dan UAPPB dan Kketersediaan sarana dan
prasarana terhadap peningkatan kualitas laporan
keuangan. Laporan keuangan pada lembaga ter-
sebut setelah penerapan SAP, dengan dukungan
pengetahuan pengelola UAPPA E1 dan UAPPB,
serta ketersediaan sarana dan prasarana menga-
lami peningkatan kualitas yaitu relevan, andal,
dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. La-
poran keuangan pemerintah pusat tahun 2006
sampai dengan tahun 2008 oleh BPK-RI diberikan
opini tidak memberikan pendapat, disebabkan
antara lain kelemahan dalam sistem pengendalian
intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku, kelemahan
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prosedur pencatatan karena kurangnya penge-
tahuan pengelola UAPPA E1 dan UAPPB dalam
menerapkan sistem akuntansi sesuai dengan SAP.
Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disim-
pulkan bahwa pemahaman terhadap standar
akuntansi sangatlah penting dalam peningkatan
kualitas yang berujung pada peningkatan akunt-
abilitas publik.

Temuan enelitian yang dilakukan Santoso
& Pambelum (2008) memberikan bukti bahwa
Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Penga-
wasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Ins-
tansi Pemerintah akan berpengaruh terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik se-
cara partial maupun secara bersama-sama. Se-
dangkan Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pe-
ngawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Instan-
si Pemerintah akan berpengaruh terhadap Pen-
cegahan Fraud baik secara partial maupun secara
bersama-sama.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh
(Polzer et al., 2019) yang bertujuan untuk mem-
berikan overviu global terkait penerapan IPSAS
(International Public Sector Accounting Standard) ba-
ik di Negara berkembang maupun Negara maju.
Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan
dikarenakan pengalaman dan pengetahuan, juga
ketercapaian reformasi akuntansi dalam mengha-
dapi tantangan untuk mengimplementasikan
IPSAS. Diperlukan pemahaman terhadap standar
akuntansi pemerintahan dengan bahasa yang
mudah dipahami serta perlu adanya monitoring
apakah organisasi pemerintahan tersebut telah
menerapkan wvalue for money (ekonomis, efektif
dan efisien) dalam penerapannya.

Ratmono & Sutrisno (2019) meneliti 171 re-
sponden di kementrian menunjukkan adanya pe-
ngaruh positif antara regulasi keuangan, kualitas
sumberdaya manusia, reliabilitas pengendalian
internal dan penggunaan tehnologi dalam me-
ningkatkan kualitas laporan keuangan kementiri-
an dan institusi. Hasil penelitian membuktikan
bahwa kepatuhan terhadap aturan dapat me-
ningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini
merupakan harapan dari stakeholder tentang akun-
tabilitas dan transparansi laporan keuangan se-
bagai pertanggungjawaban manajemen terhadap
masyarakat. Meskipun demikian, peningkatan
implementasi aturan diharapkan dapat mening-
katkan transparansi dan kualitas akuntabilitas
laporan keuangan. Kualitas sumber daya manusia
yang kompeten memberikan dukungan dalam
pencapaian tersebut. Sistem pengendalian inter-
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nal juga memberikan dukungan dalam pening-
katan kualitas laporan keuangan, hal tersebut
sangat penting dalam memberikan kepastian pro-
ses bisnis untuk mencapai tujuan. Penggunaan
tehnologi dalam penyusunan laporan keuangan
juga tidak kalah pentingnya, laporan keuangan
yang baik tidak bisa lepas dengan penggunaan
tehnologi yang baik pula.

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan
dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan
instansi pemerintah adalah sebagai berikut (SAP,
2010): 1) Komitmen pimpinan dan staf di institusi
pemerintahan untuk melaksanakan pengelolaan
keuangan secara akuntabel. 2) Penggunaan sum-
berdaya diatur secara konsisten dengan perun-
dang-undangan dengan menggunakan sistem
yang mendukung. 3) Tujuan dan sasaran harus
dapat dijuntukkan. 4) Ditujukan untuk mencapai
visi dan misi juga menggunakan prinsip cost and
benefit. 5) Melakukan pemutakhiran metode dan
teknik pengukuran kinerja dan penyusunan la-
poran keuangan yang jujur, objektif, transparan
dan aktif sebagai katalisator perubahan.

Penyajian laporan keuangan yang relevan
dan andal sangat dibutuhkan untuk bisa mem-
perbaiki praktik pengelolaan pemerintahan sela-
ma ini. Jika hal tersebut bisa diwujudkan, maka
akan bisa meningkatkan kualitas laporan keuang-
an pada instisutsi pemerintahan. Namun, hal ter-
sebut tidak semudah yang dibayangkan, banyak
kendala yang harus dihadapi dalam mewujudkan
penyusunan laporan keuangan yang akuntabel.
Hambatan tersebut karena penyajian laporan keu-
angan yang jauh dari objektivitas, tepat waktu,
konsistensi, ekonomis, daya banding dan kete-
patan waktu dalam.

Pada LO, Pendapatan wajib diklasifikasi
berdasar sumber pendapatan (Paragraf 23 PSAP
12, Lampiran I PP 71/2010). Sumber pendapatan
dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar je-
nis pendapatan, yaitu (1) pendapatan pajak, (2)
pendapatan bukan pajak, dan (3) pendapatan hi-
bah, sesuai Paragraf 24 Lampiran 1.13 PSAP 12,
PSAP Pendapatan mungkin juga melakukan pen-
jelasan berdasar klasifikasi pendapatan non-tran-
saksi dan pendapat berbasis transaksi agar sesuai
IPSAS dan Bultek Pendapatan CTA / Full Accrual.

Pendapatan-LO diakui (tergantung mana
yang lebih dahulu terjadi; penerimaan kas atau
hak tagih) (1) pada saat diterima (Paragraf 22)
atau (2) pada saat timbulnya hak atas pendapatan
sesuai Paragraf 19 Lampiran 1.13 PSAP 12, pada
saat hak menagih pendapatan sesuai Paragraf 20
Lampiran 1.13 PSAP 12, karena itu pengakuan
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akuntansi pendapatan berbasis penerimaan
KUN/KUD merupakan penyimpangan standar
berbasis akrual paripurna.

Beban diakui pada saat timbulnya kewaji-
ban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya
penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengelua-
ran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah
atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran me-
lalui bendahara pengeluaran pengakuannya ter-
jadi pada saat pertanggungjawaban atas penge-
luaran tersebut disahkan oleh unit yang mem-
punyai fungsi perbendaharaan. Implementasi
akuntansi akrual bagi satuan kerja pemerintahan
baik kementrian/ lembaga, pemerintah daerah
ataupun satuan kerja BLU diatur dalam PP No. 71
tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerin-
tahan.

3. Data dan Metode

Penelitian kualitatif ini menggunakan me-
tode studi kasus dari satu objek penelitian (study
case) dengan paradigma intepretif yang didasar-
kan pada intepretasi masing-masing informan
terkait penerapan akuntansi akrual. Penelitian ini
menggunakan data primer yang terdiri dari: ob-
servasi (terstruktur dan partisipan) serta wawan-
cara (terstruktur dan tidak terstruktur). Observasi
dilakukan dengan mengamati partisipan baik
dalam sikap, tindakan dan kebiasaan yang dil-
akukan terkait dengan pengakuan, pengukuran,
pencatatan, penyajian dan pelaporan keuangan.
Wawancaran dilakukan pada kepala bagian keu-
angan, bagian akuntansi serta operator SAIBA
dan SAK UIN. Selain itu juga menggunakan data
sekunder berupa: dokumentasi, catatan dan ke-
pustakaan. Dokumentasi berupa berupa bukti-
bukti transaksi akuntansi, buku jurnal, buku be-
sar dan laporan keuangan yang ada. Catatan yang
dilakukan berupa log book yang merupakan cata-
tan harian bagi peneliti. Kepustakaan terdiri dari
buku-buku literatur, jurnal-jurnal penelitian dan
standar akuntansi yang terkait dengan penyusu-
nan laporan keuangan di perguruan tinggi ber-
status BLU.

Validitas dan reliabilitas pada penelitian
ini dilakukan dengan menggunakan teknik tri-
angulasi sumber dengan mengkonfirmasi antar
informan dan triangulasi metode dengan mem-
bandingkan antar data wawancara dengan ob-
servasi ataupun dokumentasi. Reliabilitas dil-
akukan dengan menanyakan pertanyaan yang
sama pada satu informan pada waktu yang ber-
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beda. Tahap penelitian yang dilakukan sesuai
dengan model Yin (2003). Dimulai dengan men-
definisikan dan merancang penelitian. Selanjut-
nya menyiapkan, mengumpulkan dan mengana-
lisis data. Terakhir adalah menganalisis dan me-
nyimpulkan.

Penelitian ini dilakukan pada UIN “X”,
nama sengaja disamarkan atas permintaan Infor-
man. Seperti dijelaskan di pendahuluan bahwa
UIN yang dijadikan sampel tersebut merupakan
UIN yang terbaik di Indonesia dengan beberapa

pertimbangan seperti yang dijelaskan dalam Pen-
dahuluan.

4. Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dan observa-
si yang dilakukan menunjukkan bahwa UIN
masih belum sepenuhnya mengimplementasikan
akuntansi akrual dalam menyusun laporan keu-
angannya. Hasil wawancara mengenai definisi
akun dalam akuntansi menurut Kepala Bagian

Tabel 1. Definisi

Keuangan UIN “X”disajikan pada tabel 1.

Definisi

Ada 2 macam persediaan: pertama, sebagai perlengkapan misalnya ATK, bahan pemeli-
haraan, dll. Kedua, yang diserahkan mahasiswa berupa almamater, buku pedoman, kasur &

Investasi berupa bangunan ruko, kantin, gedung, tanah, bis, hiace dan mobil yang disewak-

Aset tetap masuk dalam klasifikasi belanja modal yang meliputi: Modal tanah, Modal
peralatan & mesin, Modal gedung & Bangunan, Modal Fisik Lainnya.

Kewajiban adalah biaya yang masih belum dibayar/terbayar pada saat periode akuntansi
berakhir, sehingga timbul kewajiban/ hutang yang akan dibayar pada tahun berikutnya.
Pendapatan yang berasal dari Jasa layanan pendidikan diantaranya; SPP, Wisuda, Registrasi,
dsb. Kemudian yang berasal dari Pendapatan hibah, Pendapatan jasa usaha lainnya yang
diantaranya dari hasil sewa, pengembangan kelembagaan & Mahad dsb. Kemudian yang
berasal dari Jasa layanan perbankan dan yang berasal dari hasil kerjasama yang kita
laporkan ke Negara dalam bentuk pengesahan sebagai pendapatan tiap bulan diterima.

No Akun
1 Persediaan
bantal untuk di mahad, dsb.
2 Investasi
an.
3 Aset Tetap
4 Kewajiban
5 Pendapatan
6 Beban

Belanja adalah bentuk pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan operasional, belanja
Operasi, belanja pegawai dan Belanja Modal. Sedangkan beban, adalah beban untuk
penyusutan aset atau nilai manfaat dalam suatu periode.

Berdasarkan data hasil wawancara menun-
jukkan bahwa kepala bagian keuangan sudah
memahami terkait definisi akun dalam akuntansi.
Terbukti bahwa definisi yang dijelaskan secara
garis besar sudah sesuai dengan SAP dan SAK.

Tabel 2. Pengakuan

Pemahaman terkait definisi diperlukan
sebelum menyusun laporan keuangan lebih
lanjut. Selanjutnya terkait pengakuan, peneliti
melakukan wawancara pada operator SAIBA dan
SAK kemudian mengkolaborasi jawaban mereka,
selanjutnya dipaparkan dalam Tabel 2.

Diakui saat SP2D keluar dan dibayarkan pada supplier, jika dilakukan secara termin, maka

Pengakuan aset tetap dilakukan pada saat hak kepemilikan telah berpindah. setiap aset
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun dan dapat dinilai

Kalau untuk pengakuan kewajiban adalah sebesar biaya yang masih belum terbayarkan, atau

Pengakuan pendapatan sebenarnya harus menggunakan akrual basis. Akan tetapi untuk saat
ini kita masih menggunakan kas basis karena faktor dilapangan belum tertata untuk bisa

No Akun Pengakuan
1 Persediaan Diakui saat SP2D keluar dan dibayarkan pada supplier
2 Investasi
pengakuan sesuai dengan termin pembayaran.
3 Aset Tetap
manfaat ekonomi masa depannya
4 Kewajiban
saat timbul kewajiban belum dibayarkan.
5 Pendapatan
mengakrualkan
6 Beban

Belanja dan beban adalah segala transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan
kita laporkan ke Negara dalam bentuk pengesahan sebagai belanja Perbulan

Berdasarkan data wawancara dapat ditarik
kesimpulan bahwa terkait pengakuan (kapan me-
ngakui suatu transaksi akuntansi), operator SAI-
BA dan SAK memberikan jawaban yang beragam

Ada diantaranya yang diakui masih dengan me-
tode berbasis kas dan ada sebagian yang sudah
menggunakan basis akrual. Hal ini menunjukkan
bahwa dalam pengakuan di UIN masih belum
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sepenuhnya menggunakan basis akrual. Hasil
wawancara dengan operator SAIBA dan SAK

Tabel 3. Pengukuran

UIN X disajikan pada tabel 3.

No Akun Pengukuran
1 Persediaan Diukur sebesar harga perolehan atau harga pokok produksi jika diproduksi sendiri
2 Investasi Diukur sebesar harga perolehan atau harga pokok produksi jika diproduksi sendiri

3 Aset Tetap
diterima

4 Kewajiban

5 Pendapatan

Aset tetap yang dimiliki dicatat sebesar biaya perolehan pada saat hak milik aset tersebut

Untuk pengukuran kewajiban dicatat sebesar kewajiban yang diterima atau nilai nominal
Kalau untuk pengukurannya, pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompesasikan

dengan belanja yang dikeluarkan atau jumlah bruto

6 Beban
untuk belanja dan beban.

Diukur sebesar nilai yang direalisasikan dengan memperhitungkan seluruh pengeluaran

Hasil wawancara pada tabel 3 memberikan
gambaran bahwa dalam hal pengukuran,
penyusun laporan keuangan di UIN mengukurn-
ya secara beraneka ragam. Ada yang diukur
menggunakan nilai historis, nilai bruto, nilai
nominal dan juga nilai pasar. Hasil ini menunjuk-
kan bahwa pengukurannya sudah sesuai dengan

Tabel 4. Pencatatan

SAP namun Sebagian masih belum sesuai dengan
SAK yang seharusnya menggunakan nilai pasar.
Tabel 4 memberikan hasil wawancara mengenai
pencatatan atau jurnal yang dibuat. Wawancara
dilakukan kepada operator SAIBA dan SAK di
UIN “X".

No Akun Pencatatan
1 Persediaan Beban persediaan  xxx

Kas XXX
2 Investasi Investasi XXX

Kas XXX

3 Aset Tetap

4 Kewajiban

5 Pendapatan

Pencatatan dilakukan berupa jurnal yang diinput pada aplikasi SAIBA, SAK dan Aset BMN.
Penyusunan menggunakan metode garis lurus. Bangunan dibayar sesuai SPK per termin
dengan metode prosentase penyelesaian.
Beban jasa XXX

Utang kepada pihak ketiga =~ xxx
Jurnal umum untuk Pendapatan pajak LO (basis akrual):

Piutang Pajak XXX
Pendapatan pajak XXX
Jurnal umum untuk Pendapatan pajak LRA (basis kas):
Akun antara XXX
Pendapatan pajak XXX

6 Beban Belanja pemeliharaan ~ xxx

Kas XXX

Berdasarkan data menunjukkan bahwa
jurnal yang dibuat oleh penyusun keuangan di
UIN mayoritas masing menggunakan basis kas,
meskipun sudah ada yang dicatat dengan ber-

Tabel 5. Penyajian

basis akrual (Tabel 4). Hal tersebut dapat disim-
pulkan bahwa pencatatan sudah sesuai dengan
SAP namun Sebagian belum sesuai dengan SAK.

No Akun Penyajian

1 Persediaan Disajikan di LO sebagai beban perlengkapan

2 Investasi Disajikan di Neraca di sisi asset, jika ada keuntungan atau kerugian disajikan di LO

3 Aset Tetap Disajikan pada Neraca di sisi asset tetap dan akumulasi penyusunan asset tetap

4 Kewajiban Disajikan di Neraca disisi kewajiban disesuaikan jangka waktunya (pendek atau panjang)

5 Pendapatan Disajikan kedalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Dimana dalam pen-
yajian Pendapatan-LRA, disajikan dalam jumlah mata uang rupiah sesuai dengan sumber
pendapatan. Sedangkan penyajian pendapatan-LO, disajikan dengan merinci per jenis penda-
patannya.

6 Beban Disajikan kedalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Dimana dalam pen-

yajian Beban-LRA, disajikan dalam jumlah mata uang rupiah sesuai dengan sumber pendapa-

tan. Sedangkan penyajian Beban-LO, disajikan dengan merinci per jenis bebannya.
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harusnya yaitu berdasarkan SAP dan SAK. Hal

dapat ditunjukkan pada Tabel 5. Berdasarkan Ta-
bel 5 diatas menunjukkan bahwa secara penyajian
operator SAIBA dan SAK telah menyajikan la-
poran keuangan sesuai dengan standar yang se-

Tabel 6. Pengungkapan

ini terjadi karena adanya dukungan software
yang mereka gunakan. Selanjutnya terkait penga-
kuan, hasil wawancara kepada operator SAIBA
dan SAK dapat dipaparkan pada tabel 6.

UIN B

Diungkapkan di CALK, mengungkapkan kebijakan akuntansi persediaan yang dipakai,
metode perhitungan persediaan dan rincian detail jenis persediaan.
Diungkapkan di CALK informasi terkait jenis investasi, metode akuntansi yang digunakan

Informasi terkait metode asset tetap dan informasi penting lainnya disajikan dalam CALK.
Mengungkapkan metode penyusutan asset tetap, macam-macam asset tetap serta nama

Informasi yang diungkap untuk kewajiban jangka panjang berupa nama pemberi pin-
jaman, skedul pinjaman dan jumlah pinjaman. Sedangkan untuk kewajiban jangka pendek

meliputi informasi macam-macam kewajiban dan nilainya. Untuk keduanya mengungkap

Diungkapkan dalam CALK mengenai metode akuntansi yang digunakan dan rincian pen-

No Item
1 Persediaan
2 Investasi
dan nama supplier
3 Aset tetap
supplier
4 Kewajiban
metode akuntansi yang digunakan
5 Pendapatan
dapatan
6 Beban

beban

Diungkapkan dalam CALK mengenai metode akuntansi yang digunakan dan rincian

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa
pengungkapan yang dilakukan oleh penyusun la-
poran keuangan di UIN masih belum lengkap.
Masih ada beberapa item yang harus diungkap-
kan secara lebih rinci dan detail sesuai dengan
permintaan standar akuntansi yaitu SAP dan
SAK. SAP diterapkan lebih baik dibandingkan
SAK pada PTKIN berstatus BLU dikarenakan be-
berapa alasan seperti yang dikemukakan oleh Ke-
pala Bagian UIN “X” saat wawancara berikut ini:

“Penerapan SAP dibantu menggunakan ap-
likasi “SAIBA” yang diperoleh dari Kementri-
an Keuangan untuk digunakan oleh semua
satuan kerja pemerintah di wilayah Indonesia.
Sedangkan penerapan SAK pada PTKIN ber-
status BLU belum didukung oleh aplikasi
khusus, melainkan masih menggunakan excel.
Selain itu juga keterbatasan sumber daya ma-
nusia di kampus kami, salah satunya adalah
kurangnya kemampuan operator mengenai a-
kuntansi, juga menjadi kendala tersendiri. Be-
lum lagi aturan dari kementrian keuangan
yang sering berubah terkait penyusunan la-
poran keuangan.”

Hasil wawancara diatas menunjukkan bah-
wa masih terdapat kendala bagi PTKIN berstatus
BLU dalam menerapkan akuntansi berbasis akru-
al, seperti yang diamanahkan dalam SAP dan
SAK. Penggunaan aplikasi akuntansi memegang
peranan penting dalam penerapan SAP. Namun
masih terdapat kendala dalam penerapannya yai-
tu kompetensi sumber daya manusia yang masih
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kurang khususnya pemahaman dalam akuntansi
serta sering berubahnya aturan kementrian keu-
angan dan juga SAK yang membuat operator ha-
rus terus update informasi dan terus belajar. Se-
dangkan berdasarkan pengamatan atau observasi
menunjukkan hal yang mendukung hasil wa-
wancara diatas. Selain itu budaya pesantren di
PTKIN berstatus BLU masih sangat kental, dima-
na semua keputusan dan perubahan sedikit ban-
yak tergantung pada pimpinan. Pemahaman pim-
pinan akan aturan dalam menyusun laporan keu-
angan juga akan sangat mempengaruhi keber-
hasilan penerapan akuntansi akrual.

5. Pembahasan

Terdapat 15 faktor yang mempengaruhi
implementasi IPSAS berbasis akrual. Faktor-fak-
tor tersebut adalah pengalaman staf, pemahaman,
keterampilan, kebutuhan pelatihan in-house, ke-
terlibatan akuntan professional, harapan untuk
peluang bisnis di masa depan, publikasi laporan
keuangan dengan format standar, sanksi oleh oto-
ritas pengatur, tekanan dari mitra pembangunan
dan kebijakan implementasi yang memadai
(Matekele & Komba, 2020). Akuntansi akrual di-
yakini memiliki kekuatan dalam meningkatkan
akuntabilitas keuangan dan memberikan mana-
jemen asset dan liabilitas yang lebih baik. Sebagi-
an besar negara maju yang telah berhasil menga-
dopsi akuntansi akrual menemukan bahwa pros-
es perubahan harus dikelola dengan baik untuk
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memastikan keberhasilan penerapan sistem akun-
tansi baru. Selain itu komitmen manajemen pun-
cak dan tingkat kesiapan juga diperlukan. Oleh
karena itu, diperlukan sosialisasi program peru-
bahan kepada pembuat kebijakan dan pejabat se-
nior, rencana aksi terperinci untuk kementerian,
manajemen risiko, serta analisis kesenjangan pada
sumber daya manusia dan kebutuhan tehnologi
informasi (Hasan et al., 2013). Penerapan model
specifier/provider membutuhkan peran dan tugas
yang jelas, komitmen pada peningkatan layanan,
dan perangkat komunikasi yang penting. Penam-
bahan sub divisi mempersulit organisasi untuk
mengakses sumber daya manusia sehingga ko-
munikasi kurang efektif dan menimbulkan tekan-
an bagi karyawan (Ryan et al., 2008).

Berdasarkan hasil penelitian diatas menun-
jukkan bahwa akuntansi akrual masih belum dit-
erapkan sepenuhnya oleh UIN berstatus BLU. Pe-
nyusunan laporan keuangan dengan accrual basis
di Indonesia dilakukan akibat adanya tekanan
global dari Bank Dunia dan IPSAS (Jayasinghe et
al., 2015) selain itu juga reformasi akuntansi yang
dilakukan di Negara maju (Harun et al.,, 2020).
Proses adaptasi IPSAS di Indonesia dilakukan de-
ngan mengadopsi sebagian dari IPSAS sebelum
nantinya akan dilaksanakan sepenuhnya. Hal
tersebut senada dengan penelitian yang dil-
akukan (Aversano et al., 2019; Argento et al., 2020)

Penggunaan aplikasi SAIBA membantu para
operator penyusun laporan keuangan di PTKIN
berstatus BLU untuk menyusun laporan keu-
angan sesuai dengan SAP. Sementara, karena pe-
nyusunan laporan keuangan BLU yang disusun
berdasarkan SAK, tidak menggunakan software
khusus, sehingga cenderung lebih sulit untuk di-
terapkan. Universitas di Indonesia telah sukses
dalam melakukan transformasi pelaporan keu-
angan berbasis akrual mulai tahun 2017 seiring
dengan dikeluarkannya PMK No. 222 tahun ta-
hun 2016 yang memberikan pedoman penyusu-
nan laporan keuangan dengan menggunakan
aplikasi SAIBA (Wibowo & Varikha, 2018). Hal
tersebut didukung dengan hasil penelitian yang
menyatakan bahwa kesuksesan reformasi pengel-
olaan keuangan tergantung pada ketegasan pe-
merintah dalam pelaksanaanya (Harun et al.,
2015). Namun hasil penelitian ini tidak sesuai
dengan penelitian di Afrika selatan yang masih
sangat lambat dalam merespon perubahan sistem
yang baru dengan menggunakan metode accrual
basis (van Wyk, 2019). Faktor penting lainnya ada-
lah penyediaan sumber daya yang memadai, sep-
erti sistem tehnologi informasi (TI) yang mem-
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berikan informasi akuntansi yang mudah diakses
dan akurat. Sedangkan struktur organisasi tidak
menjadi penghalang utama reformasi (Nitzl ef al.,
2020).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
akuntansi akrual telah diterapkan pada Sebagian
proses penyusunan laporan keuangan, meskipun
belum keseluruhan. Hal ini tidak sesuai dengan
hasil penelitian yang dilakukan dengan meng-
gunakan dasar PMK No. 76 tahun 2008 masih
terdapat kendala dalam proses pelaksanaan, sum-
ber daya dan kelengkapan yang belum mendu-
kung serta pengawasan terhadap proses yang
masih lemah (Ariyati et al., 2016); Hermansyabh,
2016). Sementara studi kasus pada perguruan
tinggi negeri berstatus BLU masih belum mene-
rapkan akuntansi akrual dengan benar dalam
penyusunan laporan keuangannya (Sulistiani,
2019; Sulistiani, 2020). Penelitian oleh Najati et al.,
(2016) memberikan hasil Penggunaan aplikasi
SAIBA tidak berpengaruh terhadap implementasi
akuntansi berbasis akrual sebab kurangnya pe-
ngetahuan operator tentang penyusunan jurnal
penyesuaian dan pengembangan aplikasi SAIBA
yang tidak melibatkan pengguna. Pelatihan
akuntansi berpengaruh terhadap implementasi
akuntansi berbasis akrual, selain itu budaya or-
ganisasi berpengaruh terhadap implementasi
akuntansi berbasis akrual (Zawitri, dkk, 2015)

Implementasi akuntansi akrual di UIN ini
juga membutuhkan biaya serta waktu yang lebih
banyak, hal tersebut sesuai dengan penelitian
(Connolly & Hyndman, 2006; Jayasinghe et al.,
2015). Implementasi akuntansi akrual bukanlah
proses yang mudah dilakukan perlu ada yang
dikorbankan baik dari segi waktu dan biaya, apa-
lagi jika proses transformasi itu masih berjalan
dan belum berakhir, akan terus ada perbaikan
yang terus menerus. Selain itu biaya audit juga
meningkat dengan adanya perubahan metode
akuntansi accrual basis (Botica Redmayne et al.,
2019). Penelitian yang dilakukan oleh Ratmono
dan Sutrisno (2019) menunjukkan adanya penga-
ruh positif antara regulasi keuangan, kualitas
sumberdaya manusia, reliabilitas pengendalian
internal dan penggunaan tehnologi dalam me-
ningkatkan kualitas laporan keuangan kementri-
an dan institusi. Penelitian tentang penerapan
sistem akuntansi instansi berbasis akrual telah di-
lakukan sebelumnya antara lain penelitian yang
dilakukan oleh Permana (2016) memberikan hasil
lebih berfokus pada kestabilan aplikasi. Penelitian
oleh Susanti, dkk (2016) memberikan hasil pada
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kesesuaiannya dengan prosedur yang ada di
PMK 270/PMK-.05/2014.

Penerapan akuntansi akrual di UIN masih
memerlukan peningkatan efisiensi, hal tersebut
senada dengan penelitian sebelumnya (Hood dan
Dixon, 2016; Kirkpatrick, et al., 2019). Namun
setelah ada komitmen untuk transformasi di UIN
ini, perubahan yang terjadi relatif cepat dan
pelaporan keuangan lebih efektif dalam mem-
berikan informasi keuangan secara real time. Hal
tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dil-
akukan oleh (van Wyk, 2019). Kesuksesan imple-
mentasi akuntansi akrual juga dipengaruhi oleh
pengalaman, pengetahuan dan monitoring, hal
tersebut senada dengan hasil penelitian (Polzer et
al., 2019).

Pada penerapan akuntansi akrual di UIN
berstatus BLU, terdapat kendala yaitu kurangnya
sumber daya manusia yang kompeten dalam hal
akuntansi. Hal tersebut senada dengan penelitian
sebelumnya yang Menyusun laporan keuangan di
pemerintahan dengan tidak berbasis akrual, bah-
kan setelah empat tahun diwajibkan dalam im-
plementasinya. Masalah teknis yang dihadapi a-
dalah penilaian yang tidak tepat dan kekurangan
staf yang memenuhi syarat (Yuliati et al., 2019).
Kendala lainnya bahwa sistem informasi akun-
tansi akrual tidak diterapkan secara penuh, tidak
terintegrasi dengan perencanaan dan subsistem
asset, pemahaman yang rendah dan jumlah kar-
yawan yang kurang pendidikan akuntansi, peng-
ungkapan dalam laporan keuangan tidak penubh,
tidak disajikan secara lengkap dan valid, pera-
turan belum mengatur penggunaan informasi
dalam laporan keuangan, komitmen eksekutif
dan legislatif yang rendah dan pemahaman ten-
tang penggunaan informasi laporan keuangan
untuk pengambilan keputusan (Efendi et al.,
2018). Latar belakang pendidikan, kepemimpin-
an, pengalaman menggunakan basis akrual, kom-
pleksitas, dan kekayaan pemerintah daerah mem-
iliki efek positif pada penerapan Standar Akun-
tansi Pemerintahan berbasis akrual (Pramudiati &
Siregar, 2018). Hasil penelitian Nugraheni dan
Subaweh (2008) menunjukkan adanya pengaruh
penerapan SAP terhadap peningkatan kualitas
laporan keuangan. Penelitian tersebut juga mem-
buktikan adanya pengaruh pengetahuan pengel-
ola UAPPA EI dan UAPPB dan ketersediaan sa-
rana dan prasarana terhadap peningkatan kuali-
tas laporan keuangan.
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6. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas mem-
berikan fakta empiris bahwa penerapan akuntansi
akrual dalam penyusunan laporan keuangan di
PTKIN berstatus BLU belum sepenuhnya sesuai
dengan SAP dan SAK. Penerapan akuntansi ak-
rual dalam hal definisi, pengelola keuangan da-
lam hal ini Kabag keuangan, operator SAIBA dan
SAK sudah bisa mendefinisikannya sesuai
dengan standar akuntansi. Transaksi akuntansi
masih diakui berdasarkan prinsip atau basis kas,
meskipun sudah ada yang berbasis akrual.
Transaksi diukur menggunakan nilai historis,
nilai bruto, nilai nominal dan juga nilai pasar.
Pencatatan atau jurnal yang dibuat untuk setiap
transaksi akuntansi disusun berdasarkan basis
kas dan sebagian berbasis akrual. Laporan keu-
angan disajikan sudah sesuai dengan SAP dan
SAK. Sedangkan pengungkapan dalam CALK
masih belum lengkap seperti yang diminta dalam
sandar akuntansi. Akuntansi akrual masih belum
diterapkan sepenuhnya dikarenakan beberapa
kendala. Kendala tersebut diantaranya masih
belum ada aplikasi khusus untuk SAK, ku-
rangnya sumber daya manusia dan aturan ke-
mentrian keuangan terkait penyusunan laporan
keuangan BLU yang sering berubah.

Rekomendasi yang dapat diberikan pada
PTKIN berstatus BLU adalah perlunya pembuat-
an software khusus laporan keuangan berbasis
SAK (tidak lagi excel). Perlu dilakukan sosialisasi
dan pelatihan bagi operator-operator yang me-
nyusun laporan keuangan karena kompetensi
mereka sangat menentukan kesuksesan sebuah
sistem keuangan. Penelitian ini memberikan im-
plikasi bagi pembuat kebijakan dalam hal ini ke-
mentrian keuangan dan IAI untuk memberikan
sosialisasi dan pelatihan yang memadai pada pe-
nyusun laporan keuangan saat ada perubahan
dalam standar akuntansi. Bagi PTKIN berstatus
BLU, hasil penelitian ini bisa memberikan gam-
baran dalam penerapan akuntansi akrual, ken-
dala serta apa yang harus dilakukan untuk bisa
sukses dalam penerapannya. Penelitian ini mem-
iliki keterbatasan khususnya dalam melaksa-
nakan observasi yang tidak bisa dilakukan secara
intensif diakibatkan oleh pandemic Covid 19 se-
hingga terdapat pembatasan. Penelitian berikut-
nya bisa membandingkan beberapa PTKIN ber-
status BLU dalam penerapan akuntansi akrual,
untuk bisa memberikan gambaran pada lebih
banyak objek penelitian yang mungkin hasilnya
akan berbeda.
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